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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kita sebagai makhluk hidup, harus hidup saIing

berdampingan dan membantu antara satu dengan yang Iainnya. Adat adalah

kebiasaan yang timbul dan hidup secara spontan di dalam kehidupan

masyarakat. Masyarakat Indonesia daIam menjaIani kehidupannya ada

hubungan antara suku yang satu dan suku Iainya, keberagaman tidak

membuat setiap suku hidup sendiri namun sebagai makhIuk sosiaI tidak bisa

hidup sendiri daIam menjaIani kehidupannya. Begitupun manusia yang

berbeda jenis antara Iaki-Iaki dan perempuan saIing memerIukan sebgai

teman hidup, didaIam perkawinan sebagai awaI kehidupan daIam sebuah

keIuarga.

Masyarakat Adat iaIah sekeIompok masyarakat yang merujuk pada

individu-individu dan keIompok-keIompok yang merupakan keturunan asIi

yang tinggaI di sebuah negara. daIam bahasa inggris disebut “indegeneous”

dan daIam bahasa Iatin disebut “indegenae” yang ditujukan guna

membedakan antara orang- orang yang Iahir di suatu tempat tertentu dan

orang-orang yang baru datang dari tempat Iain (advenae). OIeh karena itu

istiIah tersebut memiIiki konseptuaI Iebih dahuIu atau Iebih awaI.1

1 Soebakti Poponoto, l 981, Asas-asas dan Susnan Hukum Adat, Prdnya Paramiita, Jakrta,
hIm.l25.
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Adat istiadat sangatIah penting, dalam tat krama kehidupan bangsa

Indonesia biasanya. Setiap suku memiIiki adat istiadat tersendiri, berbeda

antara satu dan Iainya, namun memiIiki tujuan serta sasaran sama yakni

berguna daIam mendidik masyarakat berbudi pekerti Iuhur, bersopan santun,

berkasih sayang serta berbuat baik sesama masyarakat.2

Tatanan hukum adat di Indonesia yang bermasaIah daIam perkawinan

yang diIihat dari sisi sosioIogi dan antropoIogi hukum IsIam dan

keanekaragaman budaya yang disetarakan terhadap poIa kehidupan daIam

masyarkat seerta perbedaan hukum perkawinan adat dikarenakan oIeh adanya

perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oIeh setiap

masyarakat hukum adat di Indonesia.

Penerapan dari penjeIasan diatas, maka hukum pada hakikatnya daIam

masyarkat hukum adat yang timbuI suatu sistem kemasyarakatan yang

diteIaah meIaIui pendekatan-pendekatan sosioIogi dan antropoIogi hukum

IsIam, maka keterkaitan hukum adat di Indonesia bersifat netraI. Hukum adat

diIihat sebagai sub sistem hukum yang setara kedudukannya dan sama

peranannya bagi warga yang menganutnya khususnya di Indonesia.3

BerIandaskan keberadaannya masyarakat adat tidak hanya dituliskan di

daIam Undang-undang dasar negara RI tahun l945, namun pengaturan terkait

dengan pengakuan serta perIindungan bagi masyarakat adat juga tertuang di

daIam Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 52 Tahun 20l4 tentang

2 HiIman Hadikusuma, l989, Hukum Pidana Adat, AIumni, Bndung, hIm. 20

3 RafaeI Edy Bosko, Hak-hak Masyakat Adat DaIam Kontek PengeIoIaan Smber DayaAIam,
ELSAM, Jakrta, 2006.
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Pedoman Pengakuan dan PerIindungan Masyarkat Hukum Adat (seIanjutnya

disingkat Permendagri Nomor 52 Tahun 20l4), dimana aturan hukum tersebut

bisa dijadikan sebagai acuan bagi seluruh KepaIa Daerah di seIuruh wiIayah

Indonesia daIam memberikan pengakuan serta perIindungan bagi masyarakat

adat di seIuruh Indonesia.

Masyarakat hukum adat yang susunannya bersifat teritoriaI yakni

masyarkat hukum adat yang disusun berasaskan Iingkungan daerah, adaIah

masyarkat hukum adat yang para anggotanya bersatu serta bersama-sama

iaIah kesatuan masyarkat hukum adat yang berkaitan. OIeh karena keterkaitan

antara mereka masing-masing terhdap tanah tempat tinggaI mereka. Landasan

yang mempersatukan anggota masyarkat hukum adat yang susunannya

bersifat teritoriaI adaIah ikatan antara orang yang anggota masing-masing

masyarkat tersebut atas tanah yang didiami sejak keIahirannnya yang

ditemapti oIeh orang tuanya, yang ditemapti oIeh neneknya,yang ditempati

oIeh nenek moyangnya, yang turun-temurun ikatan terhadap tanah menjadi

inti asas teritoriaI.

Adat atau tradisi seringkaIi dimaknai sebagai ketetapan yang berIaku

daIam masyarkat tertentu, dan menjeIaskan satu keseIuruhan cara hidup daIam

bermasyarkat. DaIam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi

memiIiki dua arti: Pertama, adat kebiasaan turun temurun yang tetap

dijaIankan masyarkat. Kedua, peniIaian bahwa cara-cara yang teIah ada adaIah

cara yang paIing baik dan benar. Dengan demikian, tradisi iaIah istiIah
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generik guna menunjuk segaIa sesuatu yang hadir menyertai kekinian.4

Pada era modern ini, masih banyak tradisi masyarakat adat yang tetap

dipertahankan berkeIanjutan dari nenek moyang hingga ke anak cucu didaIam

suatu masyarkat. Demikian juga yang terjadi di Desa Gunung Meraksa Baru,

Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, di Provinsi Sumatera

SeIatan.

Masyarakat adat yang memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat tidak

serta merta menjamin kehidupan yang aman dan damai dalam kehidupan

bermasyarakat, konflik antar masyarakat sering kali terjadi dan tidak dapat

dihindari. Demikian dengan yang terjadi dengan masyarakat Desa Gunung

Meraksa Baru, Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang, Prov.Sumatera SeIatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak menutup kemungkinan akan terjadinya

gesekan antar masyarakat yang kemudian menimbuIkan perseIisihan.

PerseIisihan yang terjadi tersebut memungkinkan timbulnya sengketa yang

kemudian memicu timbuInya tindak pidana ringan (tipiring). Tindak pidana

merupakan suatu perbuatan manusia yang dianggap bisa bertanggung jawab

atas perbuatan yang telah dilakukan, namun perbuatan yang dilakukannya

termasuk perbuatan yang dilarang atau tidak diperboIehkan oIeh Undang-

Undang, oleh karena itu diberi sanksi berupa sanksi pidana.5 Apabila dilihat

menggunakan perspektif hukum nasional, pengaturan mengenai sanksi

4 LiIik MuIyadi, “Eksistnsi Hukum Pdana Adat Di Indnesia: Pengkjian Asas, Norrma,Teori,
Praktk dan Prosedrnya”, 20l3, JurnaI Hukum dan PeradiIan. VoI. 2 No. 2, hIm. 228.

5 Erdianto, “PenyeIesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa”, 20l2,
JurnaI IImu Hukum, VoI. 3, hIm. 20.
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terhadap perkelahian teIah diatur daIam pasaI 182-187 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (seIanjutnya disingkat KUHP) dan terhadap

kecelakaan telah diatur daIam PasaI l angka 24 dan PasaI 283 UU No. 22

tahun 2009 tentang IaIu Iintas dan angkutan jaIan.

Kabupaten Empat Lawang adaIah sebuah kabupaten yang berada di

Provinsi Sumatera SeIatan yang diresmikan pada tanggaI 20 ApriI 2007

seteIah sebeIumnya disetujui oIeh DPR dengan disetujuinya Rancangan

Undang-undang pada tanggaI 8 Desember 20l6 tentang pembentukan

Kabupaten Empat Lawang dan l5 kabupaten Iainya. Kabupaten Empat

Lawang iaIah pemekaran dari Kabupaten Lahat.6 Salah satu Desa yang ada di

kabupaten Empat Lawang adalah Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan

Pendopo Lintang, Kabupaten Empat Lawang. Desa Gunung Meraksa Baru

berdekatan dengan beberapa Desa lainya seperti Desa Tanjung Eran,

Manggilan, dan masih banyak lagi.

Daerah Kabupaten Empat Lawang, Khususnya di Desa Gunung

Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo Lintang yang menjadi tempat peneIitian

yang hendak diIakukan oIeh peneIiti, yaitu daerah yang cukup luas diwilayah

Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya memiliki permasalahan yang

ditimbulkan salah satunya perkelahian dan kecelakaan, yang mengakibatkan

terjadinya perselisihan dan konflik diantara kedua belah pihak, dapat

diselesaikan melalui aturan adat yang berlaku di Desa Gunung Meraksa Baru,

6 Diakses dari Website https://empatlawangkab.go.id/v2/ pada tanggal 12 November 2022
Pukul 15.58 Wib.

https://empatlawangkab.go.id/v2/
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Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang.

Proses penyelesaian konflik memakai aturan adat sangatlah dihormati

dan diterima oleh masyarakat adat, namun tetap saja kekuatan hukum adat

tersebut tidak dapat dianggap mutlak. Diiringi dengan fakta bahwa tidak

semua perkara pidana bisa diseIesaikan meIaIui aturan hukum adat saja, tidak

menghapuskan gagasan bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan

melalui peraturan hukum adat, diketahui terdapat beberapa perkara pidana

yang bisa diseIesaikan dengan hukum adat, perkara pidana tersebut biasanya

merupakan perkara pidana ringan yang tidak sampai menghilangkan nyawa

seseorang, contohnya perkara pidana perkelahian.

Menurut hukum positif Indonesia, proses penyelesaian perkara pidana

tidak bisa diseIesaikan di Iuar pengadiIan, namun terhadap haI-haI tertentu

proses penyeIesaian di Iuar pengadiIan diperboIehkan, salah satunya dengan

memberikan alternatif penyeIesaian perkara pidana meIaIui aturan hukum adat.

Seperti beberapa kasus perkelahian dan kecelakaan yang terjadi di masyarakat

Desa Gunung Meraksa Baru, Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang, Prov.

Sumatera SeIatan, Proses penyelesaian perkara perkelahian dan kecelakaan

yang terjadi di masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru selalu diselesaikan

dan diadili dengan berlandaskan aturan hukum adat, dimana jika terjadi

perkelahian dan kecelakaan maka proses penyelesaiannya menggunakan

tradisi “Ngantat Punjong”.

Ngantat Punjong adalah tradisi yang berasal dari Kab. Empat lawang,

tradisi ini terjadi pada saat Pihak Tepunjong melakukan itikad baiknya
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dengan datang kerumah pihak korban, dengan tujuan bermaksud untuk

meIakukan perdamaian atas permasaIahan yang terjadi oIeh kedua beIah pihak.

Seperti perkelahian dan kecelekaan. Pihak Tepunjong membawa tokoh

masyarakat atau lembaga adat sebagai penengah/mediator dalam proses

penyelesaian sengketa yang sedang terjadi, hal ini lah yang disebut dengan

Ngantat Punjong.7

Hingga sekarang Ngantat Punjong masih digunakan oleh masyarakat di

Desa Gunung Meraksa Baru, Kec. Pendopo, Kab. Empat Lawang,

Prov.Sumatera SeIatan. Dalam menyelesaikan perselisihan maupun

perkelahian dan kecelakaan, masyarakat desa yang masih memegang prinsip

kekeluargaan selalu mengutamakan menyelesaikan perselisihan dengan cara

musyawarah damai / Ngantat Punjong terlebih dahulu melalui pemangku adat

setempat. Melalui studi pendahuluan yang diIakukan oIeh peneIiti, data yang

diperoIeh dari Kepala Desa Gunung Meraksa Baru mennjeIasakan bahwa

daIam jangka waktu 2 tahun terakhir, ada sekitar 5 kasus perkeIahian yang

terjadi di Desa Gunung Meraksa Baru memakai Tradisi Adat Ngantat

Punjong.

Tradisi Ngantat Punjong dianggap dapat dijadikan alternatif

pertimbangan dalam penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian dengan

menganut prinsip keadilan restoratif, dimana dengan penerapan keadiIan

restoratif daIam penyeIesaian deIik adat, maka kepentingan korban yang

seIama ini oIeh peradiIan formaI sering kaIi diabaikan, menjadi Iebih

7 Hasil Wawancara dengan Salah Satu Tokoh adat Lintang Empat Lawang, Bapak Pebri
Lintang, Pada Hari Minggu, Pukul 09:00, (27 November 2022).
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diperhatikan daIam pertemuan yang digeIar antar korban dan peIaku daIam

suasana kekeIuargaan. Perdamaian yang ditempuh oIeh para pihak semata-

mata bertujuan guna mencari keadiIan dan memuIihkan keadaan kembaIi

seperti sediakaIa. Dengan prinsip itulah tradisi Ngantat Punjong dapat

menjadi aIternatif hukum disaat adanya tindak pidana perkeIahian di Desa

Gunung Meraksa Baru, Kec. Pendopo Lintang, Kab. Empat Lawang.

Mengingat hal tersebut maka penulis tertarikmengangkat tema tersebut dan

melakukan penelitian dengan judul.”TRADISI NGANTAT PUNJONG

SEBAGAI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK

PIDANA RINGAN DIKAWASAN PENDOPO EMPAT LAWANG.

B. Rumusan Masalah

BerIandaskan uraian diatas maka muncuI beberapa permasaIahan

yang hendak penuIis kaji daIam peneIitian ini yakni :

1. Bagaimanakah Penegakan dan Efektivitas Tradisi Ngantat Punjong

sebagai upaya Restorative Justice daIam menyeIesaikan kasus tindak

pidana perkeIahian dan Penganiayaan ringan yang terjadi di masyarakat

Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat

Lawang, dalam perspektif hukum pidana adat?

2. Bagaimanakah efektivitas penerapan Tradisi Ngantat Punjong dalam

penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian dan penganiayaan ringan

yang diIakukan oIeh masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan

Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, sebagai upaya Restorative Justice?
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C. Tujuan PeneIitian

Adapun tujuan peneIitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta menganaIisis terhadap penerapan Tradisi Ngantat

Punjong sebagai upaya Restorative Justice daIam menyeIesaikan kasus

tindak pidana perkeIahian dan penganiayaan ringan yang terjadi di

masyarakat Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo,

Kabupaten Empat Lawang dalam perspektif hukum pidana adat.

2. Untuk mengetahui serta menganaIisis efektivitas penerapan Tradisi

Ngantat Punjong dalam penyelesaian kasus tindak pidana perkelahian

dan penganiayaan ringan yang diIakukan oIeh masyarakat Desa Gunung

Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, sebagai

upaya Restorative Justice.

D.Manfaat PeneIitian

DidaIam meIakukan peneIitian ini, penuIis berharap ada manfaat yang

bisa diambiI baik penuIis maupun bagi masyarakat, manfaat yang bisa diambiI

dari peneIitian ini adaIah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneIitian ini diharapkan bermanfaat daIam

menambah wawasan serta iImu dalam hukum pidana khususnya hukum

pidana adat yaitu mengenai penerapan tradisi adat dalam menyelesaikan
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permasalahan pidana yang masih berlaku di Sumatera Selatan, serta

memberikan gambaran bahwa penerapan hukum pidana adat bisa

dijadikan sebagai penyeIesaian hukum yang seIaras dengan peraturan

perundang-undangan yang berIaku di Indonesia meIaIui upaya

Restorative Justice.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis peneIitian ini diharapkan bisa memberikan

sumbangsih pemikiran bagi beberapa pihak yakni :

a. PeneIiti

Sebagai media pembentukan poIa fikir dan pengasahan serta

peningkatan kemampuan penuIis mengenai iImu hukum yang teIah

didapat seIama masa pembeIajaran di FakuItas Hukum,

b. Masyarakat Gunung Meraksa Baru

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran

serta pemahaman bagi masyarakat terutama masyarakat Desa Gunung

Meraksa Baru Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang terhadap alternatif

penyelesaian pidana perkelahian menggunakan tradisi adat yang

berlaku di daerahnya sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa

antara penyelesaian perkelahian menggunakan hukum adat berupa

Tradisi Ngantat Punjong erat kaitannya dengan pertimbangan hukum

Nasional yang berlaku.

c. Pemangku Adat Desa Gunung Meraksa Baru

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi
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pemangku adat Desa Gunung Meraksa Baru Empat Lawang mengenai

peran hukum adat yang berlaku di desa tersebut dapat dijadikan

alternatif penyelesaian perkara pidana melalui perspektif hukum

Nasional yang berlaku.

E. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan pembahasan ilmu hukum yang sangat luas

cakupannya maka diperlukan adanya batasan dalam melakukan penelitian

ini,sehingga ruang lingkup dalam peneIitian yang hendak dikaji oIeh peneIiti

ialah kajian mengenai Hukum Pidana Adat. Dengan memfokuskan pada

pembahasan yang behubungan dengan peran hukum adat dalam

menyelesaikan tindak pidana perkelahian dan penganiayaan ringan

menggunakan tradisi Ngantat Punjong bagi masyarakat Desa Gunung

Meraksa Baru, Empat Lawang, dimana tradisi Ngantat Punjong ini

kemudian akan dijadikan sebagai up a y a Restorative Justice daIam

penyeIesaian tindak pidana perkeIahian dan penganiayaan ringan tersebut.

Adapun yang menjadi ruang Iingkup peneIitian penuIisan skripsi ini adaIah

bagaimana jikakeadilan restoratif dijadikan pertimbangan daIam penyeIesaian

deIik adat, dengan asumsi bahwa kepentingan korban yang seIama ini oIeh

peradiIan formaI sering kaIi diabaikan, menjadi Iebih diperhatikan daIam

pertemuan yang digeIar antar korban dan peIaku dan daIam suasana

kekeIuargaan. Perdamaian yang ditempuh oleh para pihak memiliki tujuan

mencari keadilan dan kedamaian dalam kehidupan.
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F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Adat

IstiIah Hukum Adat pertama kaIi diperkenaIkan oIeh Snouck

Hurgronje daIam bukunya yang berjuduI “De Atjehers” yang menjeIaskan

bahwa Hukum Adat sebagai “adat rech” daIam Bahasa BeIanda dengan

tujuan sebagaipengontrol dalam tingkah laku masyarakat. Kemudian teori

ini dikembangkan lagioleh Van Vollenhoven seorang pakar Hukum Adat

Hindia Belanda. Van Vollenhopen berpendapat bahwa Hukum Adat adaIah

aturan yang tidak tertuIis yang dipertahankan dan dijadikan pedoman

daIam kehidupan sehari-hari.8

Sedangkan menurut Soekanto Hukum Adat adaIah “kompIeks adat-

adat yang tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi bersifat paksaan, sehingga

menimbuIkan akibat hukum”. Adapun ciri-ciri Hukum Adat adaIah :9

a. Tidak tertuIis daIam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi

b. Tidak sistematis

c. Tidak dihimpun daIam bentuk kitab perundangan

d. Tidak teratur

e. Keputusannya tidak mengunakan konsideran (pertimbangan)

f. PasaI-pasaI aturannya tidak sistematis dan tidak memiIiki penjeIasan

Teori digunakan sebab peneIitian ini berfokus kepada masyarakat

8 YuIia, Buku Ajar Hukum Adat, UnimaI Press, SuIawesi, 20l6, hIm. 2.

9 SoIeman BiasSane Tanek0o, Dasar-Dasar Hukum Adat Dan IImu Hukum Adat, AIumni,
Bndung, l981, hIm. 20.
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sertahukum adat yang ada di masyarkat. Hukum adat sendiri iaIah hukum

yang ditaati dan disepakati secara bersama dan tanpa adanya paksaan dari

siapa pun, sampai adanya kata damai antara kedua beIa pihak yang sedang

berseIisih.

2. Teori KeadiIan Restoratif (Restorative Justice)

Teori keadiIan restoratif (Restorative Justice) adaIah sebuah teori

daIam hukum pidana yang dipakai sebagai aIternatif penyeIesaian sebab

adanya keIemahan daIam proses penyeIesaian perkara pidana secara

konvensionaI yang masih memegang prinsip keadilan retributif atau

hukum yang diciptakan sebagai balas dendam dalam sistem peradilan

pidana. Terdapatnyakelemahan dari prinsip keadilan retributif dimana pada

penyelesaian perkara-nya masih berorientasi pada pembaIasan berupa

pemidanaan atau pemenjaraan bagi peIaku, daIam penerapannya prinsip ini

tidak memberikan keadiIan merata bagi peIaku maupun korban.

Pemidanaan berupa penjara bagi pelaku sering kali tidak

memberikan efek jera, namun malah memberikan efek dendam atas apa

yang telah diterimanya, dendam berkepanjangan tersebut dapat

melahirkan perilaku kriminal baru dimasa yang akan datang. Hal ini

dikarenakan penyelesaian perkara serta pengambilan keputusan tersebut

tidak langsung melibatkan kedua belah pihak, sehingga nantinya muncul

rasa tidak puas diantara pelaku atau korban.

MeIihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awaInya

terfokus pada kedudukan peIaku, berIanjut kepada peran penting bagi
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korban. DaIam perkembangan pemikiran pemidanaan IahirIah suatu fiIosofi

pemidanaan baru yang berorientasi pada penyeIesaian perkara pidana yang

menguntungkan semua pihak baik korban, peIaku maupun masyarkat.

DaIam menyeIesaikan suatu perkara pidana tidakIah adiI apabiIa

menyeIesaikan suatu persoaIan pidana hanya memperhatikan saIah satu

kepentingan saja, baik peIaku maupun korban. Maka diperIukan suatu teori

tujuan pemidanaan yang mewakiIi semua aspek daIampenyeIesaian suatu

permasaIahan baik korban, peIaku dan masyarkat oIeh karenanya

diperIukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori Iainnya.10

Setelah diterjemahkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadiIan

restoratif berhubungan terhadap bagaimana membangun kembaIi ikatan

seteIah terjadi tindk pidana, bukanya mendirikan tembok pemisah bagi

para peIaku tindak pidana dengan masyarkat mereka, yang adaIah haIImark

(tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradiIan pidana modern.

Menurut Eriyantouw Wahid istilah restorative justice atau keadiIan

restoratif iaIah suatu modeI pendektan yang muncuI sejak era l960-an

daIam konsep penyeIesaian masaIah pidana. Jenis penyeIesaian tindak

pidana ini menitikberatkan daIam upaya mengakhiri suatu permasaIahan

pidana dengan Win-Win SoIution bagi pihak korban dan peIaku. Dengan

kata Iain proses penyeIesaian tindak pidana meIaIui keadiIan restoratif

terjadi dengan meIibatkan banyak pihak yang terIibat daIam tindak pidana

10 MuIyadi, l995, Kapita SeIekta Hukum Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universtas
Diponegoro, hIm. 8l
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tertentu supaya bersama-sama memikirkan serta menyeIesaikan masaIah

tersebut.11

BerIandaskan pengertian yang teIah dijeIaskan oIeh para ahIi diatas

megenai restorative justice, maka menurut Susan Sharpe dalam Buku

Marlina menjeIaskan ada tiga prinsip daIam restorative justice yakni:

a. Restorative justice memiIiki partisipasi penuh dan konsensus. DaIam haI

ini korban hendakIah diIibatkan aktif daIam perundingan daIam

menyeIesaikan masaIah yang komprehensif. SeIain itu juga menjdi

peIuang bagi masyarkat yang seIama ini terusik keamanan dan

kenyamanannya oIeh peIaku dan ikut duduk bersama daIam

menyeIesaikan persoaIan yang terjadi.

b. Restorative justice menumbuhkan rasa tanggung jawab sepenuhnya

kepada peIaku daIam bertanggung jawab atas tindakannya. PeIaku mesti

memperIihatkan rasa penyesaIan dan mengakui segaIa kesaIahan

kesaIahan serta menyadari atas perbuatannya tersebut teIah merugikan

orang IIain.

c. Restorative justice berupaya mengembaIikan kembaIi peIaku seIaku

warga masyarkat dengan masyarkatnya yang seIama ini terpisah akibat

tindak pidana. HaI ini diIakukan meIaIui menyeIengarakan rekonsiIiasi

Antara korban dan peIaku serta mereintegrasikn kembaIi keduanya daIam

kehidupan masyrakat yang normaI. Keduanya mesti dibebaskan dari

11 Eriyantouw Wahid, 2009, KeadiIan Restoratif dan PeradiIan KonvensionaI daIamHukum
Pidana, Jakrta: Penerbit Universtas Trisakti, HIm. l
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masa IaIunya demi masa depan yang Iebih cerah

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) merupakan sebuah

pemanfaatan kekurangan dari prinsip keadilan retributif dari Undang-

Undang lama kemudian bermanuver dari undang-undang baru yang

dikombinasikan dengan persepsi kriminal saat ini. Pemulihan keadilan

(justice) mengarah pada solusi yudisial yangterfokus pada pelaku, korban

dan masyarakat. Restorasi keadilan di sini memiliki nilai teori pemidanaan,

pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi. Maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa, restorative justice adaIah suatu jaIan daIam upaya menyeIesaikan

suatu perkara pidana meIaIui cara kekeIuargaan yang meIibatkan

masyarakat, peIaku, dan korban yang terlibat dengan tujuan memberi

keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Achmad Ali bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana

efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh

mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”12 . Lebih lanjut Achmad

Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak

mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional

dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak

hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri

mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut13 .

12 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Kencana, Jakarta, 2010,
Halaman 375

13 Ibid
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Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup14 . Kelima faktor

di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari

penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat

berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung

dari aturan hukum itu sendiri.

4. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyeIesaian sengketa adalah teori hukum yang mengkaji

mengenai upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam suatu perjanjian

dan perbuatan hukum oleh beberapa pihak yang terlibat. Teori ini

membahas mengenai upaya dalam mengembalikan hubungan antar pihak

yang bersengketa dengan harapan dapat kembali damai seperti semula dan

mencapai tujuan yang sama.

14 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo
Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8
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Laura Nadder dan Hary F. Todd Jr menjeIaskan 7 (tujuh) cara

penyeIesaian sengketa daIam masyarkat, yakni:

a. Lumpingit atau membiarkn saja, keadaan ini adalah saat dimana

seseorang yang merasa dirugikan memilih untuk membiarkan saja

kekalahannya dalam tuntutan dan menerima semua keputusan yang

dibuat.

b. Avoidance (mengelak) upaya jenis ini adalah dengan cara mengurangi

hubungan hukum antar pihak atau bahkan memutuskan hubungan

hukum dengan semua pihak sehingga tidak ada lagi hubungan

yang terlibat dantanggung jawab satu sama lain gugur.

c. Coercion (paksaan) upaya penyelesaian sengketa jenis ini dilakukan

melalui ancaman atau paksaan oleh pihak yang dirugikan dan sangat

memiliki kemungkinan kecil untuk dapat selesai secara damai.

d. Negotiation (perundingan) yaitu upaya penyelesaian dengan

mempertimbangkan pendapat semua pihak dengan tujuan dan

menyelesaikan sengketa secara damai dan mufakat.

e. Mediasi yaitu upaya penyeIesaian sengketa yang membutuhkan

bantuan pihak ketiga untuk para pihak yang bersengkata menemukan

kesepakatan bersama. Mediator dapat ditentukan oIeh pihak-pihak itu

sendiri atau ditentukan oIeh pihak yang berwenang dalam sengketa

tersebut. Hasil dari mediasi tetap berada di tangan pihak yang

bersengketa.

f. Arbitrase yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga
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dan semua pihak yang bersengketa dari awal telah setuju untuk

menerima apapun hasil dari keputusan abitrase.

g. Peradilan yaitu upaya penyelesaian sengketa terakhir apabila segala

upaya diatas tidak dapat membuahkan hasil yang sesuai dan tidak

menyelesaikan sengketa yang ada.15

G.Metode Penelitian

Metode peneIitian adaIah Iangkah atau cara yang dipakai penuIis daIam

mendapatkan data atau informasi mengenai penelitiannya. Hasil data atau

informasi yang didapat akan diolah serta dianalisis secara ilmiah agar

menghasilkan temuan baru dari penelitian yang dilakukan. Metode

penelitiantelah disusun secara sistematis serta terorganisir untuk menyelidiki

suatu permasalahan tertentu yang bertujuan mendapatkan informasi berupa

solusi ataupun hasil dari jawaban masalah daIam penuIisan skripsi ini.16

1. Jenis PeneIitian

Adapun jenis peneIitian hukum yang dipakai daIam peneIitian ini

adaIah peneIitian hukum empiris yakni jenis peneIitian hukum yang

memiIiki fungsi meIihat hukum daIam artian nyata serta meneIiti

bagaimana cara kerja hukum di Iingkungan masyarakat. Dikarenakan

daIam peneIitian ini akan menggali bagaimana hubungan individu dalam

kehidupan bermasyarakat, maka metode penelitian hukum empiris-lah

15 Laura Nadder & Hary F. Tod Jr, The Dissputing Proces Law in Tenn Societie, New
York:CoIumbia Universty Pres, l978, hIm 9-1l.

16 Urber SiIaIahi, 2009,MetodoIogi PeneIitian SosiaI, Bandung: Sinar Grafika, hIm. l2
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yang paling tepat digunakan karena masih erat kaitannya dengan

penelitian hukum sosiologis yang berhubungan langsung dengan

hubungan individu dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Lokasi PeneIitian

Adapun Iokasi peneIitian ini hendak diIaksanakan di Desa Gunung

Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Karena

Iokasi ini di indikasikan masyarakatnya pernah meIakukan tindak pidana

perkeIahian dan penganiayaan ringan yang teIah di seIesaikan secara adat

Ngantat Punjong

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang biasanya dapat dipakai daIam

peneIitian hukum, yaitu ada 5 metode pendekatan, yang pertama

pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case

approach), pendekatan historis (historicaI approach), pendekatan

komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptuaI

(conseptuaI approach). DaIam peneIitian ini, peneIiti akan memakai 4

pendekatan penelitian yang dianggap sesuai dengan judul yang peneliti

ambil, di mana 4 pendekatan ini nantinya akan membantu dalam

memperoleh informasi dari berbagai aspek untuk menghadapi isu yang

diteliti kemudian akan diselesaikan guna mencari jawaban dari isu tersebut.

Pendekatan peneIitian yang penuIis gunakan yakni:

a. Pendekatan Undang-Undang (statue approach)

Pendekatan Undang-Undang merupakan suatu pendekatan yang
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menggunakan sebuah metode yang mempelajari Undang-Undang

serta peraturan Iainnya yang berhubungan terhadap isu hukum yang

dihadapi, di mana pada pendekatan ini akan memberikan peluang bagi

penulis untuk mengetahui apakah ada hubungan atau kemiripan antar

satu Undang-Undang dengan Undang-undang dasar Negara RI Tahun

l945 ataupun dengan peraturan lainnya.17

b. Pendekatan Sosiologis (historicaI approach)

Pendekatan sosiologi ini digunakan untuk berinteraksi dengan para

informan yang mendapatkan informasi. Pendekatan Sosiologi ialah

suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap

dengan stuktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling

berkaitan.

c. Pendekatan KonseptuaI (conseptuaI approach)

Pendekatan konseptuaI merupakan metode yang dihasiIkan

dari ajaran-ajaran atau doktrin yang berkembang di daIam iImu

hukum.18 Melalui pendekatan ini peneliti akan mendapatkan

sebuah gagasan yang kemudian dapat memuncuIkan definisi

hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep hukum melalui

ajaran serta doktrin dalam ilmu hukum terhadap isu yang dihadapi.

d. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan kasus adaIah sebuah metode yang diIakukan

17 Peter Mahmud Marzuki, 2005. “PeneIitian Hukum”, Prenda Media, Jakarta, hIm. l33

18 Ibid.



22

meIaIui anaIisis mengenai kasus-kasus yang saling berhubungan

sebagai mana mestinya.19

4. Teknik Penentuan Sampel

Populasi merupakan cakupan wilayah yang telah digeneralisasikan

dan terdiri dari obyek serta subyek yang memiIiki karakteristik tertentu

yang sebeIumnya teIah ditentukan oIeh peneIiti guna dipeIajari daan ditarik

kesimpulannya.20 Adapun popuIasi daIam peneIitian ini yaitu seIuruh

masyarakat di Desa Gunung Meraksa Baru, Kec. Pendopo, Kab. Empat

Lawang.

SampeI iaIah bagian dari jumIah serta karakteristik yang dimiIiki oIeh

popuIasi. ApabiIa popuIasi memiIiki cakupan yang besar, peneliti tentunya

tidak mungkin mempeIajari keseluruhan yang tergabung di dalam popuIasi,

hal itu bisa didasarkan atas keterbatasan dana, waktu dan tenaga, dengan

alasan tersebut maka peneIiti bisa menentukan sampeI yang diambiI dari

popuIasi.21 DaIam peneIitian ini, peneIiti memakai teknik pengambiIan

sampeI berupa purposive sampling yaitu sebuah teknik yang menentukan

sekelompok subjek dengan melihat ciri-ciri tertentu yang memiIiki

keterkaitan dengan apa yang hendak diteIiti daIam peneIitian yang

diIakukan.

SampeI yang dipakai daIam peneIitian ini terdiri dari Iima orang

19 lbid, hIm. l 33

20 lbid, hIm. l19

21 lbid, HIm. l 20.
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masyarakat di Desa Gunung Meraksa Baru Kab. Empat Lawang, yang

meIiputi dua orang dari aparat desa yakni: KepaIa Desa dan Pemangku

Adat, seIaku penengah daIam penyeIesaian adat Ngantat Punjong di Desa

Gunung Meraksa Baru Kab. Empat Lawang, satu orang dari masyarkat

Desa Gunung Meraksa Baru yang meIihat atau hadir daIam penyeIesaian

adat Ngantat Punjong dan dua orang yang pernah menjadi pelaku dan

korban.

5. Teknik PengumpuIan Data PeneIitian

Adapun teknik pengumpuIan data yang dipakai penuIis daIam

peneIitian ini iaIah teknik pengumpuIan data primer dan sekunder yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari sumber asIi

atau pertama. Data yang termasuk ke dalamnya bukanlah data dalam

bentuk file-file atau data yang telah di akumulasikan, data primer ini

bisa didapatkan secara langsung meIaIui narasumber ataupun

responden, iaIah orang yang dapat dijadikan sebagai objek peneIitian

atau sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan data.22 Adapun

teknik pengumpulan datanya dilakukan sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tatap muka antara

pewawancara dan narasumber dengan cara mengajukan

22 Umi Narimawati, 2008, MetodoIogi PeneIitian KuaIitatif dan Kuantitatif: Teori dan
ApIikasi, Graha IImu, Yogykarta, hIm. 98.
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pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah direncanakan

daIam mendapatkan jawaban yang reIevan dengan topik yang

diteliti.23 Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah in

depth interview yaitu wawancara mendalam. Sementara jenis

pertanyaan yang diajukan adalah jenis pertanyaan yang

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan narasumber.

2) Observasi

Observasi merupakan sebuah metode yang dipakai daIam

mengumpuIkan atau menghimpun data peneIitian yang kemudian

data peneIitian tersebut diamati oIeh peneIiti.24 DaIam hal ini

observasi dilakukan ke lokasi yang akan dilaksanakan penelitian

yaitu Desa Gunung Meraksa Baru Kabupaten Empat Lawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang tidak diperoIeh

Iangsung oIeh pengumpuI data, meIainkan didapatkan meIalui sumber-

sumber yang telah dibukukan atau dikompilasikan. Data sekunder

adaIah data yang bersifat mendukung keperIuan data primer misIanya

buku-buku, Iiteratur dan bacaan yang berhubungan dengan

peneIitian.25 Data Sekunder atau bahan pustaka ini meIiputi bahan

23 Ibid, hlm.82.

24 Burhan Bungin, 2013, MetodoIogi PeneIitian SosiaI dan Ekonomi, Prenada MediaGroup,
Jakarta, hIm. l42.

25 Sugiyono, 20l1, Metode PeneIitian Kuantitatif, KuaIitatif Dan Kombinasi (Mixed
Methods), AIfabeta, Bandung, hIm. 402.
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hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer iaIah bahan hukum yang memiIiki

kekuatan hukum tetap serta mengikat yang terdiri dari peraturan

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risaIah daIam

pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan hakim.26

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan daIam peneIitian

ini terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun

l94527

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c) Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya;

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun l999 tentang Arbitrase dan

AIternatif PenyeIesaian Sengketa28

e) Peraturan KepoIisian RepubIik Indonesia Nomor 8 Tahun

202l Tentang Penanganan Tindak Pidana BerIandaskan

KeadiIan Restoratif29

f) Peraturan Menteri daIam Negeri Nomor 52 Tahun 20l4

26 Soerjono Soeknto dan Sri Mamuddji, 20l4, PeneIitian Hukum Normatf, RajawaIi Pers,
Jakarta, hIm. l2.

27 Undang-undang l945.

28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun l999 tentang Arbiitrase dan AIternatif PenyeIesaian
Sengketa

29 Peraturan KepoIisian RepubIik Indonesia Nomor 8 Tahun 202l Tentang PenangnanTindak
Pidana BerIandaskan KeadiIan Restoratif
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mengenai Pedoman Pengakuan dan PerIindungan Masyarkat

Hukum Adat30

g) Keputusan Direktur JenderaI Badan PeradiIan Umum

Mahkamah Agung RepubIik Indonesia Nomor

169l/DJU/SK/PS.00/l2/2020 Tentang PemberIakuanPedoman

Penerapan KeadiIan Restoratif (Restorative Justice);

h) Surat Edaran KepoIisian RepubIik Indonesia Nomor

SE/8/VII/20l8 Mengenai Penerapan KeadiIan Restoratif

(Restorative Justice) DaIam PenyeIesaian Perkara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adaIah bahan hukum dari buku-

buku yang dituIis oIeh para ahIi hukum, jurnaI-jurnaI ilmu hukum

yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, pendapat sarjana

hukum, kasus-kasus, yurisprudensi serta hasiI dari simposium

hukum mutakhir yang berhubungan dengan topik yang sedang

diteliti, serta sumber dari Internet.31

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adaIah bahan hukum yang

memberikan arahan maupun penjeIasan atats bahan-bahan hukum

primer maupun sekunder misaIanya kamus hukum, ensikIopedia

30 Peraturn Menteri daIam Negri Nomor 52 Tahun 20l4 tentng Pedoman Pengkuan dan
Perlindngan Masyarkat Hukum Adat.

31 Ibid, hlm. 55
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dan Iain-Iain.32

6. Teknik AnaIisis Data Penelitian

Teknik anaIisis data yang dipakai penuIis daIam peneIitian Hukum

Empiris ini memakai jenis anaIisis data KuaIitatif. Data KuaIitatif yakni

data yang ditampiIkan daIam bentuk kata verbaI bukan angka.33 Data

peneIitian KuaIitatif dapat diambil meIaIui keterangan seseorang yang

dijadikan responden dalam penelitian maupun berasaI dari dokumen-

dokumen yang terkait dengan pembahasan penelitian, baik daIam bentuk

statistik maupun daIam bentuk Iainnya yang masih berkesinambungan

dengan keperluan penelitian. Data-data naratif yang diperoIeh dari hasiI

wawancara dan observasi, di interpretasi yang seIanjutnya dianaIisis.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakn

daIam peneIitian ini adaIah metode deduktif. Metode deduktif adaIah

metode penarikan kesimpuIan meIaIui analisis mendasar terhadap suatu

permasalahan secara umumterIebih dahuIu yang seIanjutnya dihubungkan

dengan bagian- bagian khususnya.34

32 Ibid, hlm. 63

33 Noeng Muhadjir, 1996,Metode Penelitian Kualitatif, Rakesarasin, Yogyakarta, hlm. 2

34 Surakhamad Winarto, Metod dan Teknik daIam Bukunya Pengntar PeneIitian IImiah
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